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Berdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada 

satupun negara yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia 

dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan negara ada 

mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka keberadaan hukum administrasi 

negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya dan bagi warga negara akan memberikan 

perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari 

pejabat Negara1. Pemberian informasi mengenai dana Desa kepada masyarakat 

dikenal dengan kata transparansi keuangan. Secara umum transparansi keuangan 

merupakan pelaporan keuangan perangkat Desa kepada masyarakat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan 

APBDes yaitu kurangnya transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya 

kepaladesa kepada masyarakat, Dalam penelitian di dapat rumusan masalah 

prosedur perencanaan pembentukan APBDes berdasarkan Undang-

UndangNo.6/2014 dan transparansi Pemerintah Desa terhadap Masyarakat dalam 

mengelola dana Desa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 

dengan tujuan peneltan untuk mengetahui pelaksaan transparansi pemerintah Desa 

terhadap masyarakat mengenai laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa 

berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 serta memahami solusi 

pemerintah Desa dalam hal mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam 

 
1 Jurnal Abid Zamzami “ Pelaksanaan fungsi Hukum Administrasi Negara dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik “ Vol 3, Nomer 2, hal 200, Diakses pada tanggal 13 juli 
2020. 



pelaksanaan transparansi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

terjadnya cacat hukum karena kelalaian perangkat desa yang tidak melibatkan 

masyrakat dalam musdes apdes desa. 

Kata Kunci: APBdes, Transparansi, Pemerintah Desa 
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APPLICATION OF TRANSPARENCY IN ARTICLE 71 LAW NO 6 YEAR 

2014 REGARDING VILLAGE (Study in Sekarjoho Village, Prigen District, 

Pasuruan Regency) 
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Fakultas Hukum Universtas Islam Malang 

Jl. MT. Haryono No.193, Malang, Jawa Timur, Indonesia 

 

 

The establishment of a country must have a purpose to be achieved, not a 

single state is formed without a purpose. Indonesia is created with a purpose and 

one of the goals of the country is to improve the nation. Therefore the state agency 

in carrying out its duties and functions must realize one of the objectives of the 

Indonesian nation set forth in the introduction of the 1945 Constitution. in order 

not to get arbitrary treatment from state officials. The provision of information 

about village funds to the public is known as financial transparency. In general, 

financial transparency is the financial reporting of village devices to the community 

as a form of accountability. One of the problems that arise in the management of 

APBDes is the lack of transparency done by the village officials, especially the head 

of the community, in the research can formulated the problem of planning 

procedure of forming APBDes based on law No. 6/2014 and the transparency of 

the village government on the community in managing the village funds pursuant 

to Article 71 Act No. 6 year 2014 with the intention to know the Government's 

implementation of transparency of the village to the public regarding the report on 

income and expenditure budget Village pursuant to article 71 of the Law No 6 years 

2014 and understand the village government solutions in the event of overcoming 

the constraints that occur in the implementation of transparency conclusions 

obtained from this research is the scheduled law defect due to the negligence of the 

village device that does not involve the society in the village of APBDes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari hukum yang berlaku. Hukum itu 

bagaikan udara bagi hidup manusia, hewan dan tumbuan. namun demikian, para 

pemikir dan pemerhati hukum berbeda pandangan dalam melihat alasan 

kemunculan hukum. Kaum idialis merumuskan bahwa tujuan hukum hadir untuk 

mewujudkan keadilan, sementara kaum positivis menyatahkan bahwa hukum 

semata-mata sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, stabilitas dan kepastian. 

Bahkan kaum Marxis merumuskan hukum sebagai instrument untuk 

mengamankan dan mempertahankan kekuasaan ekonomi kaum 

borjuis/berkuasa.1Prinsip otonomi daerah sekarang ini menggunakan prinsip 

otonomi yang sangatluas, pemerintah daerah juga harus dapat mengetahui 

kebutuhan primer, skunder, dan tersier agar dapat memajukan dan 

membermanfaatkan rakyatnya, dalam menyelenggarakan  otonom daerah ini 

diharapkan dapat memberi manfaat besar dalam berkehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Desa dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai wakil pemerintahan 

paling bawah harus bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, maka dalam 

desentralisasi kewenangan yang sangat besar dan disertai dengan pembiayaan 

bantuan sarana-prasarana guna untuk menguatkan otonomI desa guna untuk 

kemandirian desa, adanya desentralisasi desa juga memerlukan pembiayaan guna 

untuk menjalankan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan kepada desa. 

 
1Sirajuddin, dkk. 2016. “Hukum pemda”. Cetakan Ke-1 Malang. Setara Press. 

(Selanjutnya disebut sirajuddin II) Hlm. 1 

1 
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Masyarakat desa seringkali dikenal konvensional dan kuno. Disisi lain, 

desa juga memiliki adat istiadat dan dikenal sebagai pionir. Menurut soetardjo 

Kartohadikoesoemo desa adalah suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat 

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Desa 

merupakan institusi yang sangat otonom dengantradisi, dengan adat istiadat 

dengan hukumnya sendiri serta relatife mandiri, desa-desa yang masyarakatnya 

bekerja secara efektif dalam mengelola sumberdaya yang ada di desa tersebut dan 

lingkungannya. Oleh karena itu perlu di bentuk suatu aturan dalam rangka 

mewujudkan hal di atas, yaitu melalui peraturand esa.2 

Sedangkan pengertian Desa yang ada di dalam PeraturanPerundang-

undangan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  yang 

menyebutkan desa adalah satu masyarakat yang memiliki suatu kekuasaan dan 

mempunyai hak untuk mempunyai kebebasan untuk bertindak dan mempunyai 

adat istiadat yang beragam. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Selanjutnya 

yang disebutPemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa lembaga 

ini bertujuan mensejahterakan masyarakat setempat berdasarkan Pasal 71 

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang dana Desa menyatakan: 

 

2Bagus Oktafian Abrianto, (2011), Eksisten I Peratura Desa Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Dan Perundang-undangan Di Indonesia, Yuridika Vol 26, No.3 h.220, diakses 9 

Januari 2020. Doi : 

https://www.researchgate.net/publication/319296664_Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia 

https://www.researchgate.net/publication/319296664_Eksistensi%20Peraturan%20Desa%20Dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20Dan%20Perundang-Undangan%20Di%20Indonesia
https://www.researchgate.net/publication/319296664_Eksistensi%20Peraturan%20Desa%20Dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20Dan%20Perundang-Undangan%20Di%20Indonesia
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(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

(2) Hak kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiyaan, dan pengelolaan keuangan Desa. 

Dari pernyataan tersebut, dana Desa merupakan pendapatan belanja yang dapat 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan belanja dan 

pembangunan Desa. Sehingga dana Desa yang masuk dan keluar hendaknya 

terdapat laporan dan pertanggungjawabannya. Dana yang dimiliki Desa tersebut 

diinformasikan oleh perangkat Desa kepada masyarakat supaya tidak terjadi 

kesalahfahaman diantara keduanya. Penginformasian dana Desa kepada 

masyarakat dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan 

efektivitas pengawasan masyarakat terhadap pelayanan dan pembangunan Desa. 

 Pemberian informasi mengenai dana Desa kepada masyarakat dikenal 

dengan kata transparansi keuangan. Secara umum transparansi keuangan 

merupakan pelaporan keuangan perangkat Desa kepada masyarakat sebagai 

bentuk pertanggungjawaban perangkat desa dan kepatuhan terhadap aturan yang 

berlaku. Transparansi keuangan dianggap penting disebabkan beberapa hal 

diantaranya: (1) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa, 

(2)meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan 

Desa, (3) pelaksaan pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yaitu “ warga 

berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui”. 

Transparansi keuangan perlu diterapkan dalam lingkungan masyarakat 

supaya tidak berdampak negatif dalam pemerintahan dan pembangunan Desa. 
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Beberapa dampak negatif yang mungkin muncul akibat tidak menerapkan 

transparansi keuangan dalam pemerintahan yaitu: (1) meningkatnya tindak pidana 

korupsi di masyarakat, (2) penurunan kepercayaan mayarakat terhadap 

pemerintah, (3) meningkatnya angka kemiskinan suatu daerah. Sehingga, untuk 

mencegah terjadinya dampak negatif tersebut, pemerintah harus transparan/ 

terbuka dalam mengelola dana Desa. 

Dalam peraturan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan 

keuangan desa, tepatnya di pasal 72 ayat (2),  dikatakan bahwa masyarakat berhak 

mendapatkan 5 jenis informasi yang salah satunya tertuang dalam laporan kepala 

desa, yaitu : 

1. Laporan Realisasi APBDes 

2. Laporan Realisasi Kegiatan 

3. Tindakan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana 

4. Sisa anggaran, dan 

5. Alamat pengaduan 

Dalam hal ini salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan 

APBDes yaitu tentang transparansi yang dilakukan oleh apparat desa khususnya 

kepaladesa kepada masyarakat, dalam pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh 

kepala desa selamaini tidak transparan baik dari dana yang di terima maupun dana 

yang di keluarkan.Tidak hanyaitu,dalam mengambil keputusan kepaladesa juga 

jarangmelibatkan masyarakat, sehingga masyarakat menuntut agar kepaladesa 

lebihtransparan apabila ada dana yang dipergunakan untuk keperluan 

pembelanjaan desa. Hasil wawancara dari beberapa Masyarakat desa tersebut 

mereka menyatakan bahwa selama ini kepala Desa kurang transparan dalam 
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pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa mereka mengharapkan agar 

kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat agar sama-sama mengetahui dana 

yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

Pemerintahan desa yang di sebut dalammpenelitian iniiadalah dusun 

sekarjoho-desa sekarjoho kecamatannprigen, kabupaten pasuruan yanggselama ini 

dalam melaksanakan pembangunan dan belanja desa kurang maksimal, karena 

kurangnya peneguran dari pihak masyarakat kepada aparatur desa atau kepada 

kepaladesa, masyarakat mengharapkan agar dalampembangunan yang dilakukan 

oleh desa bisa maksimal agar desanya biasamaju dan berkembang. Masyarakat 

juga berharap agar dalam setiap pembangunan di dalam desa dapat diadakan 

musyawarah desa (musdes) terlebih dahulu agar dari pihak desa mengetahui 

apasaja yang perlu di perbaiki atau perlu di bangun dalam desa tersebut. Hal 

tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

pasal 74 No. 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwasannya belanja desa diutamakan 

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Skala prioritas tersebut disepakati 

dalam Musdes yang disesuaikan dengan prerogratif pemerintah daerah pemerintah 

daerah dan provinsi.Seperti yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu peneliti 

mengangkat judul tentang “PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PASAL 

71 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ( STUDI DI 

DESA SEKARJOHO KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN 

PASURUAN”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur perencanaan pembentukan APBDes berdasarkan Undang-

UndangNo.6/2014 Di Desa sekarjoho kecamatan prigen kabupaten pasuruan? 
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2. Bagaimana transparansi Pemerintah Desa terhadap Masyarakat dalam 

mengelola dana Desa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Memahami prosedur perencanaan pembentukan APBDes 

berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Di Desa Sekarjoho 

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan 

2. Untuk mengetahui pelaksaan transparansi pemerintah Desa terhadap 

masyarakat mengenai laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa 

berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 (Studi di Desa 

Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teroritis 

Manfaat penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan  di bidang hukum 

berkenaan dengan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

Desa 

2. Manfaat praktis 

Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perangkat Desa agar 

kedepannya Desa tersebut bisa maju lebih baik dari yang sebelumnya 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan maka pendekatan yang 

digunakan yatu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini difokuskan 

pada pelaksanaan peraturan yang ada. Selain itu, penulis juga menggunakan 

pendekatan struktural fungsional dimana peneliti melakukan analisis 

mengenai masalah keefektifan institusi hukum tersebut. 
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2. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian bersifat desktriptif yaitu berusaha 

menggambarkan secara jelas masalah yang diteliti sekaligus memberikan 

pemecahannya.3Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sekarjoho Kecamatan 

Prigen Kabupaten Pasuruan tentang penerapan transparansi dalam pasal 71 

undang-undang no.6 tahun 2014. 

3. Sumber Data 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari:  

a. Data primer, adalah ata yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. 

b. Data skunder, yaitu data yang berupa bahan bacaan dengan metode 

rechtsfinding atau penemuan hukum guna mendukung materi penulis, 

yaitu meliputi :  

1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang-undangan. 

2) Bahan hukum skunder, adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, 

tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer.4 

4. MetodePengumpulan Data 

Teknik yang di dunakan untuk mendukung penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara atau interview 

Wawancara atau interview merupakan suatu proses tanya jawab secara 

lisan dimana dua orang yang menepati kedudukan yang berbeda, satu 

 
3 Zainul Arifin. 2005. “skripsi tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga (studi kasus 

di polres situbondo)” cetakan pertama Malang. Fakultas Hukum UNISMA. Hlm. 6 
4 Peter Mahmud Marzuki. 2016. “Penelitian Hukum”. Cetakan keduabelas. Jakarta. 

Prenada Media Grub. Hlm.181-196 
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pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut 

interview, pihak lain disebut informan atau renponden. Wawancara ini 

dilakukan antara lain dengan kepala desa serta pihak yang dirasa perlu. 

b. Studi dokumentasi  

Disamping wawancara, penulis juga melakukan studi dokumentasi 

untuk mencopy data yang telah diperoleh. Studi dokumntesi adalah 

mempelajari atau menganalisa dokumen yang dibuat oleh suatu instansi 

tertentu, misalnya dokumentasi terkait pembentukan peraturan desa yang 

di buat oleh pemerintah desa. 

c. Teknik analisa data  

Disamping itu penulis menggunakan analisis data penelitian yang 

bersifat “deskriptif analisis” dimana artinya data tersebut dianalisis dan 

digambarkan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. 

Metode ini difokuskan pada masalah yang terjadi di lapangan saat ini, 

slanjutnya dilakukan pengumpulan dan penyusunan data, lalu 

menganalisis data tersebut.  5 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahsan dikemukakan secara garis besar penyusun skripsi 

ini yang terdiri dari empat bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

 
5Ibid. Hlm. 93 
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Yang berisi tentang tinjauan pustaka pemerintahan Desa, transparansi 

keuangan, tinjauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan 

penerapan transparansi Dalam Pasal 71 UU No.6 Tahun 2014 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penulis terhadap 

penelitiannya dan serta dimuat juga tentang saran-saran. 
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BAB IV 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

A. KESIMPULAN    

1. Pemerintahan Desa sekarjoho telah melaksanakan pembentukan APBDes 

susuai dengan undang-undang yang berlaku, yang diperuntukkan untuk 

kesejahteraan masyarakat namun dalam prosesnya masyarakat tdak diikut 

sertakan dalam musyawarah pembangunan desa, sehngga terkesan adanya 

indikasi penyelewengan dana desa, tetapi perangkat Desa hanya melakukan 

musyawarah di lingkup perangkat Desa  saja tanpa adanya peranan 

masyarakat. Dari hal tersebut  pemebtukan APBDes tersebut masih cacat 

hukum karena masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam 

pembentukan APBDes tersebut. 

2. Sesuai dengan penelitian yang saya lakukan di desa sekarjoho berupa 

wawancara dengan beberapa warga desa, menyatakan bahwa bentuk 

transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perangkat desa selama ini 

sangat minim, sehingga masyarakat kurang mengetahui tentang informasi 

penggunaan dana desa tersebut. sebagai bukti dalam melakukan 

pembangunan desa tersebut ada beberapa kejanggalan yang diketahui oleh 

masyarakat, sepert halnya dalam melakukan pembangunan tidak sesuai 

dengan standarisasi yang benar, sehingga bangunan tersebut memiliki daya 

tahan yang tidak sesuai dengan yang di harapkan.  

 

 

72 
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B. SARAN 

1. Sesuai dengan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran agar 

dalam pembentukan APBDes untuk kedepannya harus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta warga masyarakat ikut berperan aktif 

dalam pembentukan APBDes tersebut. sehngga APBDes tersebut sesuai 

dengan harapan dan bermanfaat sepenuhnya bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Sesuai dengan hasil penelitian di desa sekarjoho tersebut maka penulis 

menyarankan agar bentuk pelaporan pertanggung jawaban pemvangunan 

maupun keluar masuknya dana desa diharapkan dari pihak perangkat desa 

melakukan musyawarah Desa. Serta melakukan pelaporan berupa tulisan 

baik melalui media online maupun media cetak yang di sebar keseluruh 

wilayah Desa. Serta melengkapii struktur keorganisasian perangkat desa 

sehingga tidak ada jabatan yang kosong. 

3. Dalam hal pembangunan penulis menyarankan agar pemerintah Desa dalam 

melaksanakan amanat masyarakat dapat melakukan yang sebenar benarnya 

sesuai dengan rancangan yang akan di bangun. 
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